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PUTUSAN

Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Punawirawan Palri, tempat tinggal di Jalan
XXHXXXXIKHHKXXIXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;
Melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS
(kepala sekolah SDN 148 payung sekaki, Pekanbaru), tempat
tinggal di Jalan
XXXXXXKKKKHKHKHKHXKEXEXEXXXXXXKKHKHKHKHKHKKKEXEXEXEXXXXXXKKKKKKKKKXKXXXXXXX
xxxxxxxx Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki,

Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dan bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;
DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 06
Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru dengan Register Nomor: 1529/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 07
Oktober 2020 dengan dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.

1,0,.9,0.9,0,0,9,0.9,0.9,0,0.9,0.9,0,0,9,0.9,0,0,0,0.9,0,0.0,04

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman
bersama Pemohon di JI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKXX,
Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten/Kota

Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga
dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April .tahun
2020., karena sejak bulan Mei tahun 2020 ketenteraman rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran

yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Selalu membanding- bandingkan saya dengan Mantan Suaminya ;
b. Yang bersangkutan masih mencintai mantan suaminya;

c. Hampir setiap hari terjadi percekokan;

d. Penghasilan atau gaji saya di ambil semua, Sementara anak saya dari
kelas 1 SMA hingga tamat SMA tidak pernah di perhatikan untuk

kebutuhan sekolahnya;

e. Pada bulan mei 2020, saat anak dan menantu serta besan saya
berkunjung untuk silahturahmi Termohon pengatakan pada anak dan

menantunya serta besan saya bahwa Termohon tidak menyayangi dan
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mencintai saya, terjadi pernikahan antara saya dan Termohon hanya

karena anak-anak Termohon menyayangi saya,;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli
.tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga
sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan

Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.
SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan

Agama Pekanbaru;
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Pada sidang tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon hadir
secara in person, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan
tanggal 14 Oktober 2020, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara
Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi

dengan memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis
bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai

kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon
tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap

dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi
kesempatan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon

tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalii permohonan Pemohon, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No
XXXKXXXXKHXXXKHXIXEXHXIEXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXxXxxyang  dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXxXxXXxXxxxxxxxxxxxxKota Pekanbaru, yang telah
dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan
dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan
menandatanganinya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat
dikonfirmasikan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga
mengajukan dua orang saksi yang bernama:Saksi | danSaksi Il yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Saksil
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Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan
Payung Sekaki;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Panam:
Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perwira Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak

enam bulan yang lalu;
Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
Bahwa Pemohon pergi kerumah kediamannya di Panam;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi

pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena
melihat sendiri kejadiannya;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak satu tahun

yang lalu;
Bahwa Saksi mendengar Termohon bersuara keras pada Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar sewaktu berkunjung
kerumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak

berhasil;

2. Saksill

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan
Payung Sekaki;
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Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah Termohon;
Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perwira Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak
bulan Juli 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
Bahwa Pemohon pergi kerumah kediamannya di Panam;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi

pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena

melihat sendiri kejadiannya;

Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak satu tahun

yang lalu;

Bahwa Saksi mendengar Termohon bersuara keras pada Pemohon

disebabkan Termohon tidak peduli pada anak Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar sewaktu berkunjung
kerumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak
berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasikan
kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasikan

karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk
mengajukan alat bukti, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan tanggal 11 Nopember 2020, yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan
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mengabulkan  permohonan  Pemohon, sedangkan Termohon tidak

menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk
kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan secara in person, oleh karena Pemohon dan
Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan
Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.,
tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat
(1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah,
Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
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menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab,
membuktikan dan memberikan kesimpulan, akan tetapi Termohon tidak hadir

dipersidangan;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan
perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah
adalah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap

diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy
Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan
alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di
sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang
menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon
dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis
Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan
Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh
karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak

satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah
perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi
Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan

alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernamaSaksi | danSaksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi |
menerangkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, sudah
didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan

saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi Il
menerangkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 yang lalu, sudah
didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan
saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di
persidangan, adalah keluarga ternyata kedua saksi tersebut, tidak ada
halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan
Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya
sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenannya Majelis
Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti
saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama dan saksi Pemohon yang
kedua, ternyata saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya
secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi
ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata
saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan
Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan
Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak
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berhasil, dihubungkan pula dengan hasil mediasi yang tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi
yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis
Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka
Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil
permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan
Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal
76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh
karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon
yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon
dengn Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon
dengn Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada
harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang
selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada
Termohon untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan
oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara
ini telah diterapkan asas audi et alteram partem, oleh karena itu berdasarkan
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asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana
diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan

Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon
telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan
dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara
Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di

jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj’;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan
dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan
Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan
belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin

untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat: Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Pekanbaru.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp551.000,00 (lima

ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Kami
Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H.
dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu Hj. Yulia
Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon
dan diluar hadir Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H. H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.
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Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATKRp.60.000,-

Biaya panggilan Rp. 425.000,-
PNBP Rp. 20.000,-
Hak RedaksiRp. 10.000,-
Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

o g s~ w DN
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